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ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berkomitmen dalam upaya mencapai pembangunan hutan lestari dan
kesejahteraan masyarakat melalui program Perhutanan Sosial (PS). Kemunculan narasi kebijakan PS
mulai meluas sejak ditetapkannya Permen LHK Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui narasi dalam media ilmiah dan media massa berkaitan dengan
kebijakan PS dan sekaligus menduga bahwa pelaksanaan PS menemukan berbagai hambatan. Sebagian
besar pernyataan (statements) dalam artikel yang membahas tentang pelaksanaan PS merupakan artikel
dalam media ilmiah, yaitu 308 pernyataan dari 82 artikel media ilmiah. Sedangkan dalam media massa
diperoleh 41 pernyataan dalam 32 artikel yang membahas implementasi PS. Media ilmiah menilai bahwa
kesuksesan pelaksanaan PS dapat terjadi karena peningkatan pendapatan masyarakat dan hal ini
memotivasi masyarakat untuk terlibat dalam program PS. Para informan juga menilai bahwa dengan
peningkatan pendapatan melalui program PS turut memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat, seperti
peningkatan taraf pendidikan. Persepsi ini sejalan dengan narasi dalam media massa yang menilai bahwa
PS memiliki dampak paling besar terhadap kualitas hidup masyarakat secara nonekonomi. Di sisi lain,
pengaruh pelaksanaan PS terhadap perubahan sikap masyarakat dinilai positif oleh media ilmiah.
Masyarakat memperoleh kepercayaan diri dalam mengelola kawasan hutan jika pemerintah memberikan
izin akses.

Kata kunci: Analisis isi, masyarakat, media, perhutanan sosial

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION PLAN FOR
SOCIAL FORESTRY PROGRAM IN INDONESIA

ABSTRACT

The Indonesian government is committed to sustainable forest development and community welfare through the Social
Forestry (SE) program. The emergence of the SE policy narrative has spread since the enactment of the Minister of
Environment and Forestry Regulation Number 83 of 2016 concerning Social Forestry. This study was conducted to
determine the narrative in scientific media and mass media related to the SF policy, and at the same time, to investigate
whether the implementation of ST encountered various obstacles. Most of the statements in articles discussing SF's
implementation are in scientific media, namely 308 statements from 82 scientific media articles. Meanwhile, in the mass
media, 41 statements were made in 32 articles discussing the implementation of SE. Scientific media suggest that the success
of SE implementation can be attributed to increased community income, which motivates the community to participate in the
SE program. Informants also assessed that increasing income through the SE program improves the quality of community
life, including higher education levels. This perception aligns with the narrative in the mass media, which assesses that SF
has the most significant impact on the gquality of commmunity life in non-economic terms. On the other hand, the scientific
media assesses the influence of SE implementation on changes in community attitudes positively. Communities gain confidence
in managing forest areas if the government grants access permits.

Keywords: Content analysis, communities, media, social forestry
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PERNYATAAN KUNCI

e Kebijakan Perhutanan Sosial (PS) yang
masih baru dalam pengelolaan kehutanan
perlu  melihat apa saja yang dapat
menghambat implementasinya. Maka dari
itu, diskursus media berguna dalam
menggambarkan  pelaksanaan PSS  di
Indonesia.

Pemilihan media ilmiah dilakukan untuk
melihat bagaimana relevansinya dengan
diskursus dalam media massa. Keseriusan
ilmuwan dalam mengawal kebijakan PS
terlihat dari dominasinya dalam ruang yang
terjadi di media melalui berbagai pernyataan
pro dan kontra.

Keberhasilan dan keberlanjutan program
PS dipengaruhi oleh beberapa faktor. Media
menilai bahwa aksesibilitas menjadi faktor
paling penting dalam keberhasilan dan
keberlanjutan PS. Sementara stakeholder
menganggap bahwa pendapatan masyarakat
sebagai faktor yang paling memengaruhi
keberhasilan dan keberlanjutan PS.
Pengaruh  pelaksanaan PSS  terhadap
perubahan sikap masyarakat dinilai positif
oleh media ilmiah. Masyarakat memperoleh
kepercayaan dalam mengelola kawasan
hutan jika pemerintah memberikan izin
akses. Berdasarkan perspektif media ilmiah,
aspek sumber daya merupakan aspek yang
paling mendukung dan sekaligus
menghambat pelaksanaan PS. Sementara
media massa menilai disposisi yang paling
mendukung pelaksanaan PS.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Kebijakan program PS ditujukan sebagai
resolusi konflik yang terjadi di masyarakat.
Beberapa dekade lalu, pengelolaan hutan
cenderung bersifat gpen access dimana masyarakat
bisa merambah hutan, menimbulkan dikotomi
akses kelola hutan, hingga terjadi konflik okupasi.
Dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan
program PS sebaiknya memusatkan masyarakat
sebagai aktor utama pelaksana program.
Dukungan dan kepercayaan yang diberikan
kepada masyarakat tidak hanya sebatas pemberian
hak kelola, namun juga peningkatan kapasitas

melalui pembekalan  pengetahuan dan
pendampingan.
Masyarakat memerlukan pendampingan

yang melibatkan kolaborasi multipihak untuk
melengkapi pengetahuan lokal yang telah mereka
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miliki. Hal ini selaras dengan pendapat Lubis ez a/.
(2023) bahwa dalam pengembangan usaha di
sektor kehutanan memerlukan kolaborasi dari
berbagai macam stakebolder.

Jika pemerintah dapat memberdayakan
masyarakat desa yang tinggal di dalam kawasan
hutan, maka secara tidak langsung dapat
menyelesaikan masalah ketimpangan ekonomi
dan meningkatkan kesejahteraan. Pemberian hak
kelola kawasan hutan dan sumber daya alam
kepada masyarakat dilakukan agar masyarakat
dapat menerima manfaat untuk kebutuhan sendiri
maupun menambah penghasilan (Paramita ez al.
2017).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang ditopang dari
ckstraksi sumber daya alam menimbulkan
beragam masalah baru, yaitu perubahan kualitas
lingkungan (Ramadhan 2023) dan kesenjangan
pendapatan masyarakat meskipun pengentasan
kemiskinan dilakukan dan pertumbuhan ekonomi
negara menguat. Kejadian kemiskinan tertinggi
ditemukan dalam wilayah paling terpencil dan
berada di dalam atau sekitar kawasan hutan
(Sunderlin ez a/. dalam Shepherd ef /. 2020). Di
Indonesia, sekitar 18 ribu desa berlokasi di tepi
kawasan hutan dan 2.768 desa berada di dalam
kawasan hutan (BPS 2019). Kehidupan
masyarakat desa yang sangat bergantung pada
sumberdaya alam dan hutan (forest dependent people)
menghadapi masalah kemiskinan kronis (CPRC
2011) dan menimbulkan efek domino, seperti
rusaknya hutan karena deforestasi dan degradasi
lahan, kualitas kesehatan yang memburuk, taraf
pendidikan yang menurun, dan munculnya
konflik sosial. Kerusakan hutan dan alih fungsi
lahan yang menghilangkan sumber penghasilan
masyarakat dari  sektor kehutanan dalam
penelitian Shepherd ¢ a/. (2020) terbukti dapat
meningkatkan angka kemiskinan.

Esensi hutan bagi kelangsungan hidup
manusia diangkat dalam Kongres Kehutanan
Sedunia tahun 1978 yang menekankan pentingnya
hutan untuk rakyat. Sebelumnya pengelolaan
hutan cenderung bersifat sentralistik dan dianggap
gagal dalam menyejahterakan masyarakat yang
ditandai dengan kemiskinan di keluarga petani
yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya
hutan (Kaskoyo e a/. dalam Rachmawan ez al.
2021). Deklarasi hutan untuk rakyat di tingkat
global menunjukkan bahwa pengelolaan hutan
beralih menjadi pro masyarakat dan khususnya di
Asia, pendekatan ini sekaligus mempromosikan



tata kelola hutan yang berkelanjutan (Guerra ez al.
dalam Reyes ¢ a/. 2024). Visi hutan untuk rakyat
menjadi refleksi bagi kebijakan kehutanan di
Indonesia yang ditandai dengan transformasi
pendekatan  bottom-up  dalam  kewenangan
pengelolaan hutan. Meminjam studi Li ef 2/. dalam
Reyes er al. (2024), inisiatif pengelolaan hutan
berbasis masyarakat di negara Indonesia, Filipina,
dan Thailand dapat menghasilkan peningkatan
kesejahteraan masyarakat dan kelestarian ekologi
hutan. Keterlibatan masyarakat dalam mengelola
hutan semakin terlihat sejak  pemerintah
mengimplementasikan model baru pengelolaan
hutan berbasis pemberdayaan masyarakat yang
tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999. Kebijakan ini menjadi salah satu
basis konsep perhutanan sosial yang akhirnya

disempurnakan  dalam  PermenLHK  No
P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016  tentang
Perhutanan Sosial.

Perhutanan Sosial (PS) adalah sistem

pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat di
dalam maupun di luar kawasan hutan. Skema
utama program PS  terdiri dari Hutan
Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD),
Hutan Adat (HA), Hutan Tanaman Rakyat
(HTR), dan Kemitraan Kehutanan (KK). Gema
perhutanan sosial terus meluas seiring dengan
pencanangan Proyek Strategis Nasional di era
pemerintahan Presiden RI Joko Widodo dengan
target distribusi izin sebesar 12,7 juta ha di akhir
tahun 2024. Kebijakan program perhutanan sosial
yang  bersifat  multisektoral =~ mendorong
pemerintah untuk bersinergi dengan berbagai
pemangku  kepentingan  dalam  mencapai
keberhasilan ~ program sekaligus j

pembangunan yang berkelanjutan. Menurut Ma e#
al.  (2022),  prakttk  pengelolaan  hutan
berkelanjutan menjadi tanggung jawab kolektif.
Keberhasilan program perhutanan sosial tidak
lepas dari keterlibatan multipihak, dalam hal ini
kolaborasi pentahelix yang terdiri dari akademisi,
pelaku usaha, komunitas/masyarakat,
pemerintah, dan media. Setiap pemangku
kepentingan memiliki perannya masing-masing
dimana media berperan menyajikan berita yang
dapat membentuk diskursus dalam opini publik.
Sementara akademisi dapat memberikan solusi
kebijakan melalui rangkaian analisis masalah
kebijakan.  Pengetahuan  akademis  perlu
diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah
dipahami oleh pembuat kebijakan (Connelly ¢ a/.
2021) dan menjembatani antara kepentingan

tujuan
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akademik dan politik dalam mengadvokasi
kebijakan (Bachtiar 2011).

Dalam konteks kebijakan kehutanan, peran
media dalam membentuk opini publik tidak selalu
positif, biasanya karena keakuratan dan tendensi
pemberitaan sehingga mengubah pola pandangan
pembaca (Apriliani ef a/. 2022; Saputri et al. 2025).
Pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap
kebijakan pemerintah selaras dengan capaian
keberhasilan implementasi kebijakan. Melalui
analisis wacana, penelitian ini dimaksudkan untuk
mengidentifikasi narasi yang muncul dalam media
berkaitan dengan keberhasilan implementasi
program PS dan bagaimana peran para aktor
dalam diskursus tersebut.

SITUASI TERKINI

Berdasarkan laporan data terbaru yang
diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan melalui
sistem informasi on/ine Go KUPS (Kelompok
Usaha Perhutanan Sosial), capaian distribusi akses
kelola hutan dan lahan PS sebesar 8.300.116 ha
dengan target capaian seluas 12,7 juta ha.
Sebanyak 1,4 juta penerima surat keputusan PS
dengan proporsi 54,65% merupakan penerima
laki-laki dan hanya 11,90% penerima perempuan
serta sisanya tidak diketahui. Surat keputusan PS
yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebanyak
11.015 surat yang terdiri dari 3.274 SK HKm,
2.834 SK HTR, 1.969 SK HD, 1.095 SK KK, dan
131 SK HA. Berdasarkan statistik nilai ekonomi,
di tahun 2024 sebanyak hampir 2 triliun rupiah
nilai transaksi ekonomi dari KUPS.

Perkembangan program PS di Indonesia
memiliki keragaman dimana khusus di Pulau Jawa
sebagian besar implementasi PS terjadi di kawasan
hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani

(Ragandhi ~ 2021).  Terminologi ~ PHBM
(Pengelolaan  Hutan  Bersama  Masyarakat)
berubah  menjadi  Kulin-KK  (Kemitraan
Kehutanan) dan pada tahun 2017 telah

dikeluarkannya skema PS berupa IPHPS (Izin
Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial). Mandat
program PS yang dituangkan dalam Perpres
Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ditujukan
sebagal upaya mencapai pemerataan kesejahteraan
dan pembangunan daerah. Meminjam hasil
penelitian  terdahulu, program PS terbukti
memberikan  dampak  positif  diantaranya
peningkatan kemandirian desa dalam membangun
wilayahnya, peningkatan peluang usaha (Iman dan
Arifin 2024; Permatasari ¢z al. 2020; Sa’diyah dan
Soetarto 2020), peningkatan kesejahteraan (Farid
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et al. 2022; Sari et al. 2019), peningkatan
pendapatan  masyarakat  pengelola  hutan
(Situmorang dan Noviana 2022; Aletrino ez al.
2021; Martapani ef al. 2021), pengurangan kejadian
penjarahan hutan (Situmorang dan Noviana
2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan
pengumpulan data dan kualitatif melalui analisis
konten terhadap artikel ilmiah dan pemberitaan
media masa onkne, yang berkaitan dengan
implementasi PS, periode tahun 2016-2022.
Kemudian hasil analisis konten dikonfirmasi
kepada multipihak (key person) terkait melalui

wawancara mendalam.

Pengumpulan Data Dan Analisis
1. Pemilihan artikel

Penelusuran artikel dalam media ilmiah
dilakukan dengan menggunakan Google Scholar
dengan batasan hanya jurnal nasional terindeks
SINTA dan jurnal internasional terindeks Scopus.
Sementara itu artikel dalam media massa
diperoleh dari laman berita daring Tribunnews
dan Jawa Pos. Pemilihan kedua media massa ini
tidak hanya karena heterogenitas data (penulis dan
pembicara dalam artikel), namun juga Tribunnews
sebagai afiliasi media nasional Kompas dengan
jaringan surat kabar yang luas di beberapa kota
besar di Indonesia dan Jawa Pos yang juga
memiliki jaringan media massa terbesar dengan
kurang lebih 210 grup media (Lenggawa 2019).

Dalam mencari artikel yang relevan dengan
pelaksanaan PS sekaligus mengindeks konten
spesifik, penulis menggunakan kata kunci (Tabel
1) untuk memisahkan artikel yang membahas
pelaksanaan PS dengan artikel yang tidak
membahasnya. Setiap pencarian artikel yang
dilakukan, penulis turut meninjau judul dan isi
artikel untuk menilai relevansinya dengan konteks
analisis yang akan dilakukan.

2. Membuat kerangka kerja analisis (framing)
Tujuan  dilakukannya  framing  adalah
mendapatkan fokus dan kesesuaian antara

kerangka analisis dengan tujuan yang ingin dicapai
(Nurrochmat ez al. 2016). Terdapat tiga aspek
kunci yang dipilih untuk framing dalam penelitian
ini, yaitu frekuensi artikel tentang pelaksanaan PS
di Indonesia yang dimuat dalam media ilmiah dan
media massa dalam kurun waktu tahun 2016-
2022, faktor pendukung, dan faktor keberhasilan
pelaksanaan program PS di Indonesia.
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Tabel 1. Kata kunci penelusuran dokumen
No. Kata kunci

1 Perhutanan  sosial, hutan  sosial,
kehutanan sosial, hutan kemasyarakatan,
hutan desa, hutan adat, hutan tanaman
rakyat, kemitraan kehutanan,
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
(PHBM), pengelolaan hutan masyarakat,
Indonesia
Social forestry, community forest, customary
forest, traditional forest, forest partnership,
commmunity  forest management, community-
based forestry, Indonesia

Analisis Isi (Analisis Konten)

Salah satu alat yang digunakan dalam
penelitian analisis diskursus adalah analisis isi.
Analisis isi adalah suatu metode untuk mengkaji
makna atau konteks dari suatu pesan, teks, dan
komunikasi secara sistematis, objektif, dan
kuantitatif (Holsti 1969 dalam Fabra-Crespo dan
Rojas-Briales 2015). Tahapan utama dalam
melakukan analisis isi terdiri dari mengembangkan
sistem kategori dan melakukan pengkodean

(coding).

1. Pengembangan sistem kategori

Menurut Holsti (1969), syarat utama dalam
membuat sistem kategori untuk analisis isi adalah
(1) kategori harus merepresentasikan pertanyaan
penelitian; (2) kategori harus lengkap; (3) kategori
bersifat eksklusif, yaitu tidak terdapat data dalam
isi teks yang dapat ditempatkan pada lebih dari
satu sel; (4) kategori bersifat independen, yaitu
setiap data dalam kategori tidak mempengaruhi
klasifikasi data lainnya; dan (5) setiap kategori
harus berasal dari klasifikasi tunggal dan dalam
penelitian ini apabila tidak terdapat data yang tidak

masuk  dalam  kategori, maka  penulis
memasukkannya sebagai not recognizable (tidak
dapat dikenali).

Sejalan dengan prinsip analisis isi yang
merupakan kegiatan mewawancarai teks, dalam
penelitian  ini  dilakukan  evaluasi  hasil
pengumpulan  artikel berdasarkan  kategori
masing-masing. Tabel 2 memperlihatkan aspek-
aspek yang tercakup dalam sistem kategori
penelitian ini.

2. Coding

Ekayani  (2011) dalam  penelitiannya
menyatakan bahwa bagian sentral dalam desain
penelitian  diskursus  adalah  wding  yang

mengintegrasikan data, teori, dan pertanyaan
penelitian. Dari sistem kategori yang telah disusun



sebelumnya, kemudian diperhalus dalam buku
pengkodean (coding book). Hasil coding ditabulasi
silang dan diinterpretasikan dengan analisis
deskriptif.

Tabel 2. Sistem kategori

Unit

Analisis Kategori Sub-kategori
Informasi Coder
umum Nomor artikel
Penulis
Tahun terbit
Artikel Judul artikel
Sumber publikasi
Pelaksanaan Provinsi
Skema PS
Valensi
Faktor Komunikasi
pendukung Sumberdaya
Disposisi
Struktur birokrasi
Lingkungan
kebijakan
Tingkah laku aktor
Kemitraan
Petnya- Lokasi lahan
taan Faktor
penghambat
Faktor
keberhasilan
dan

keberlanjutan

Isu
keberlanjutan

3. Wawancara informan kunci (key person)
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan
reliabilitas hasil coding dengan cara mengonfirmasi
hasil analisis konten kepada informan kunci
multipihak terkait isu riset. Tabel 3 menyajikan
daftar individu/kelompok informan kunci yang
diwawancarai. Wawancara yang dilakukan
mengadopsi penelitian Ekayani ef a/. (2015), yaitu
bersifat semi terstruktur mengonfirmasi dapatkah
hasil analisis isi menggambarkan kondisi realitas,
dari perspektif para pihak terkait tersebut.
Penetapan jumlah informan kunci dilakukan
secara purposive sampling mewakili setiap unsur
Pentahelix (akademisi, pelaku bisnis, komunitas,
media, dan pemerintah) dengan menambahkan
pihak dari unsur organisasi nonpemerintah
(NGO) dalam implementasi PS.
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Tabel 3. Daftar informan kunci (&ey person)
No.

Asal Instansi

1 Tenaga pengajar Universitas Tanjungpura

2 Peneliti BRIN

3 Widyaswara KLHK

4 Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha
Hutan Indonesia

5 Badan Pengurus Nasional Asosiasi
Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia

6 Regulatory Affairs Manager, Asia Pulp & Paper

7  Kepala Seksi Utama Kemitraan Produktif
Perhutani

8 Anggota LPHD Sungai Bemban

9 Anggota LPHD Medan Mas

10 Anggota LMDH Rawa Sakti

11 Anggota LMDH Pesona Alam Lestari

12 Masyarakat penerima SK Kecamatan Muara
Gembong Kabupaten Bekasi

13 Kepala Bidang Bina Usaha dan
pemberdayaan masyarakat Dinas Kehutanan
Provinsi Jawa Barat

14 Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi

15 Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Bekasi

16 Wakil Direktur Pemberitaan Tribun
Network

17 Pimpinan Redaksi Forest Digest

18 Direktur Rimba Collective, Lestari Capital

19  Kepala Bidang Penguatan dan Standarisasi

Organisasi, Hutan Kita Institute (HaKI)

Analisis diskursus

Analisis wacana media merupakan bagian
dari analisis diskursus kritis (eritical  discourse
analysis). Studi diskursus media pertama kali
diperkenalkan oleh Fowler ¢# a/. dalam van Dijk
(2015), bahwa representasi dan asumsi dapat
berubah sesuai dengan struktur kalimat yang
disampaikan dalam media. Menyadur dari tulisan
van Dijk (2015), bahwa telah banyak kajian media
yang dilakukan dalam mempelajati isu sosial dan
politik. Maka dari itu penelitian ini berusaha untuk
melakukan analisis wacana dalam media ilmiah
dan media massa berkaitan dengan pelaksanaan
PS di Indonesia. Analisis wacana yang dilakukan
mengacu pada teori van Dijk dalam Ekayani
(2011), bahwa dimensi yang beragam dalam suatu
teks memerlukan studi diskursus dalam struktur
teks untuk memahami atau menentukan tema
tertentu yang dibicarakan dalam teks tersebut.
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ANALISIS DAN ALTERNATIF
SOLUSI/PENANGANAN

Penulis menemukan sebanyak 114 artikel
yang relevan dengan topik implementasi PS,
terbagi menjadi 82 artikel dari media ilmiah dan 32
artikel dari media massa. Skema PS yang paling
banyak didiskusikan dalam media adalah hutan
kemasyarakatan (HKm), yaitu sebanyak 47 dari
total artikel. Sedangkan hanya 13 artikel yang
membahas implementasi PS dalam hutan tanaman
rakyat (HTR). Sementara itu frekuensi artikel yang
berkaitan dengan PS dalam media mengalami
fluktuasi sepanjang tahun 2016 hingga 2022
(Gambar 1). Sebanyak 29 artikel terbit pada tahun
2019 merupakan yang tertinggi dibandingkan
tahun-tahun lainnya. Sedangkan pada tahun 2022,
penulis hanya menemukan 6 artikel relevan yang
membahas pelaksanaan PS di Indonesia. Dalam
RPJMN tahun 2015-2019, peningkatan akses
kelola hutan menjadi salah satu fokus pemerintah
dimana dari target 12,7 juta ha, baru terealisasi
sebesar 2,6 juta ha pada tahun 2019. Sebagian
aktor dalam media menilai bahwa pada dasarnya
kebijakan PS bertujuan baik bagi kepentingan
masyarakat, namun perlu mempertimbangkan
kesiapan kapasitas masyarakat dalam pelaksanaan
program, mulai dari persiapan hingga pasca izin.
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Gambar 1. Jumlah artikel implementasi PS dalam
media pada tahun 2016-2022

Gambar di atas menunjukkan bahwa peran
saintis dalam diskursus PS di media ilmiah lebih
mewarnai dibandingkan media massa. Kontribusi
saintis menurut Nurrochmat e# @/ (2016) dalam
menyediakan opsi kebijakan adalah melalui peran
positif dalam pembuatan kebijakan, dimana dalam
analisis penelitian ini adalah rekomendasi
kebijakan yang disampaikan oleh saintis untuk
perumusan dan hasil kebijakan yang lebih baik
(Ekayani ez a/. 2015). Rekomendasi yang paling
banyak disampaikan oleh saintis adalah berkaitan
dengan penguatan kelembagaan dan memer-
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hatikan prinsip good governance dalam implementasi
PS. Narasi yang muncul dalam media massa
mengatakan bahwa masyarakat penerima SK turut
merasakan manfaat dari dilaksanakannya PS,
seperti kemudahan pengajuan bantuan dan
kepastian hukum bagi para petani.

Krumland  (2004)  mengklasifikasikan
kegiatan dalam sektor kehutanan ke dalam tiga
kelompok, yaitu positif, negatif, dan ambivalen.
Sebuah narasi media dapat bervalensi positif
apabila orientasi pemberitaan yang positif, seperti
PS dapat memberi manfaat bagi masyarakat
dengan peningkatan kualitas SDM, sinergi antar
stakeholder, dan sebagainya. Valensi dikatakan
negatif apabila orientasi penulis ke arah
sebaliknya, seperti PS berdampak pada ke-
senjangan sosial, kemiskinan, deforestasi, konflik,
dsb. Sementara itu ambivalensi adalah narasi yang
memiliki kedua orientasi (positif dan negatif).
Dalam penelitian ini, artikel yang tidak diketahui
orientasinya dimasukkan ke dalam kategori NR
(not recognizable). Merujuk pada Tabel 4, hampir
60% dari total artikel memberikan orientasi positif
dalam diskursus PS. Sebagian besar aktor
dan/atau speakers memiliki persepsi bahwa PS
melibatkan ~ partisipasi  aktif =~ masyarakat,
berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan
masyarakat, dan berdampak pada perbaikan tata
air di sekitar hutan. Valensi negatif yang muncul
berkaitan dengan lemahnya kelembagaan dan
rendahnya minat masyarakat untuk berpartisipasi
dalam program PS. Sementara ey  person
berpandangan bahwa tujuan program PS sudah
baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan
kekurangan dan hambatan.

Tabel 4. Valensi implementasi program PS

Sumber Data

Valensi MI MM KP
n % n % n %
Positif 40 48,78 28 87,50 7 36,84
Negatif 14 17,07 1 3,13 1 5,26
Ambivalen 28 34,15 3 9,37 11 57,89
NR 0 0 0 0 0 0
Jumlah (N) 82 100,00 32 100,00 19 100,00

Catatan: MI = media ilmiah; MM = media massa;
KP = key person

Hasil analisis isi dan wawancara juga
menemukan bahwa terdapat pro kontra
pelaksanaan PS di Indonesia, salah satunya
berkaitan dengan desentralisasi. Program PS yang
telah berjalan lebih dari sepuluh tahun bersamaan
dengan desentralisasi ternyata tidak memberikan
perubahan signifikan dalam pengelolaan hutan di
pulau Jawa. Desentralisasi hanya dirasakan dan



dimanfaatkan oleh pemerintah daerah di luar
Jawa, namun tidak bagi pemerintah daerah di
pulau Jawa karena peraturan yang berlapis
mengenai siapa yang berhak mengatur tata kelola
hutan di Pulau Jawa (Ragandhi 2021).

Berkaitan dengan pelaksanaan PS yang
dinilai kontradiktif oleh sebagian aktor (penulis
dan pembicara) dalam media, pada hakikatnya
tujuan  kebijakan yang baik tidak
menghasilkan keluaran yang sesuai dengan tujuan.
Penyebabnya adalah kesalahan berasumsi dan
perspektif  dalam  pengambilan  keputusan
sehingga menimbulkan bias (Nurrochmat ez 4/
2016). Kesalahan ini dapat terjadi apabila
informasi tidak disampaikan secara tepat dan
peraturan yang dijalankan tidak selaras. Wulandari
et al. (2016) berpandangan bahwa pentingnya
memfasilitasi dan  menindaklanjuti  sebuah
perdebatan (diskursus) agar dapat mencapai
pemahaman bersama tentang makna dan
implikasi dari kebijakan. Harapannya adalah
menghindari kegagalan kebijakan yang dapat
berdampak di masa mendatang. Penilaian faktor
penghambat pelaksanaan PS mengadopsi model
implementasi kebijakan Edwards III (1980),
Mazmanian dan Sabatier (1983), dan Goggin et .
(1990) dengan beberapa modifikasi penulis yang

selalu
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menemukan beberapa pernyataan  (statement)
dalam media terkait kegagalan pelaksanaan PS di
Indonesia.

Penelitian ini menemukan sebanyak 15
faktor yang menghambat pelaksanaan PS (Tabel
5). Faktor-faktor tersebut adalah isi kebijakan,
informasi, dukungan, struktur birokrasi, peraturan
yang tidak sinkron, perilaku aktor, sumber daya,
sikap komunal, kelembagaan, masalah teknis,
akses lokasi, rendahnya kapasitas masyarakat,
tidak ada pendampingan, ketidaksesuaian hasil,
dan kurangnya pengawasan. Wacana faktor
penghambat PS yang dinilai paling penting oleh
media ilmiah adalah faktor sumber daya.
Sementara masalah teknis dianggap tidak terlalu
penting  dalam  menghambat  pelaksanaan
program. Media massa menilai bahwa kapasitas
masyarakat yang rendah menjadi hambatan
terbesar dalam pelaksanaan PS dan sebaliknya
tidak ditemukan faktor penghambat berupa
informasi, masalah teknis, akses lokasi, dan
kurangnya pengawasan dalam diskursus. Sebagian
besar  k¢y person menilai  bahwa nihilnya
pendampingan masyarakat dalam kegiatan PS
menjadi  faktor yang paling menghambat
pelaksanaan. Sedangkan akses lokasi dianggap
tidak terlalu menghambat pelaksanaan PS.

Tabel 5. Faktor Penghambat Pelaksanaan PS

Sumber Data

Faktor Penghambat MI MM KP
n % n %o n %
Isi kebijakan 13 3,65 2 8,33 4 2,92
Informasi 18 5,06 0 0,00 13 9,49
Dukungan 22 6,18 2 8,33 14 10,22
Struktur birokrasi 34 9,55 3 12,50 11 8,03
Peraturan tidak sinkron 12 3,37 2 8,33 13 9,49
Perilaku aktor 22 6,18 1 4,17 5 3,65
Sumber daya 44 12,36 3 12,50 15 10,95
Sikap komunal 32 8,99 1 417 1 0,73
Kelembagaan 31 8,71 1 4,17 4 2,92
Masalah teknis 6 1,69 0 0,00 7 5,11
Akses lokasi 14 3,93 0 0,00 3 2,19
Rendahnya kapasitas 43 12,08 4 16,67 14 10,22
Tidak ada pendampingan 26 7,30 3 12,50 18 13,14
Ketidaksesuaian hasil 20 5,62 2 8,33 8 5,84
Kurangnya pengawasan 19 5,34 0 0,00 7 5,10
Jumlah (N) 356 100,00 24 100,00 137 100,00

Catatan: MI = media ilmiah; MM = media massa; KP = &ey person

Berkaitan dengan praktik perumusan dan
implementasi kebijakan, Nurrochmat ez /. (2016)

131

berpandangan bahwa instrumen informasi sering
kali menjadi faktor penentu keberhasilan
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kebijakan kehutanan, sumber daya alam, dan
lingkungan. Dalam menilai faktor pendukung
keberhasilan implementasi PS, penelitian ini
menggunakan variabel yang memodifikasi dari
beberapa model implementasi kebijakan George
C. Edwards III, Mazmanian dan Sabatier, dan
Malcolm L. Goggin. Teori Mazmanian dan
Sabatier memaknai implementasi kebijakan
dengan memahami perubahan yang terjadi setelah
kebijakan tersebut dilaksanakan (Pramono 2020).
Sementara itu teori Edwards III dalam Kasmad
(2013) mengartikan implementasi kebijakan
sebagai tahap pembuatan kebijakan di antara
penetapan suatu kebijakan dan akibat yang
ditimbulkan dari pelaksanaan kebijakan bagi
masyarakat. Faktor-faktor yang berpengaruh
dalam implementasi kebijakan PS merujuk pada
model implementasi kebijakan Edward III yang
terdiri dari komunikasi, struktur birokrasi,
disposisi, dan sumber daya (Kasmad 2013).

Penelitian ini juga menambahkan variabel
faktor pendukung keberhasilan dari teori
Mazmanian dan Sabatier dimana lingkungan
kebijakan dapat  memengaruhi  proses
implementasi sebuah kebijakan dengan menilai
kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi. Malcolm
L. Goggin dalam Kasmad (2013) menemukan
bahwa perilaku aktor pelaksana implementasi
kebijakan menentukan keberhasilan implementasi
dari kebijakan tersebut. Tabel 6 menyajikan
distribusi data dari masing-masing faktor
pendukung implementasi program PS menurut
perspektif media dan  stakeholder.  Hasilnya
menunjukkan bahwa dalam perspektif media
ilmiah dan stakebolder, aspek sumberdaya paling
berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan PS.
Media massa menilai bahwa disposisi yang baik
menjadi  faktor yang paling mendukung
pelaksanaan PS.

Merujuk pada teori Edwards III (Kasmad
2013), sumber daya dan disposisi merupakan
faktor yang memberikan dampak langsung
terthadap implementasi kebijakan. Sumber daya
yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup
sumber daya manusia, anggaran, informasi,
wewenang, infrastruktur, dan  sebagainya.
Disposisi menyangkut bagaimana komitmen dan
respons aktor pelaksana kebijakan dalam
menjalankan peraturan. Apabila aktor pelaksana
memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan
tersebut akan dijalankan dengan baik sesuai
keinginan pembuat kebijakan, begitu juga
sebaliknya. Komitmen terhadap disposisi tersebut
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diharapkan menjadi efek yang baik dalam
melaksanakan suatu kebijakan (Handityasa dan
Purnaweni 2017). Sebagian besar stakebolder yang
diwawancarai juga berpendapat bahwa aspek
sumber daya seperti bantuan, baik teknis maupun
non teknis dan mekanisme pembiayaan yang
diberikan kepada pelaksana PS sangat mendukung
keberhasilan pelaksanaan program.

Tabel 6. Faktor Pendukung Pelaksanaan PS

Sumber Data

Faktor

MI MM KP
Pendukung % 0 % a %

Komunikasi 21 6,10 10 6,29 8 9,41
Sumber daya 58 16,86 26 16,35 16 18,82
Disposisi 39 1134 28 17,61 10 11,76
Struktur 41 1192 24 1509 9 10,59
birokrasi

Lingkungan 45 13,08 26 16,35 9 10,59
kebijakan

Perilaku aktor 56 16,28 11 6,92 7 8,24
Kemitraan 35 10,17 18 11,32 15 17,65
Lokasi lahan 49 14,24 16 10,06 11 12,94
Jumlah (N) 344 100,00 159 100,00 85 100,00

Catatan: MI = media ilmiah; MM = media massa;
KP = key person.

Dalam analisis isi yang dilakukan, penulis
juga menilai pandangan para aktor terhadap isu
keberlanjutan pelaksanaan PS di Indonesia.
Variabel isu yang dinilai terdiri dari empat pilar
keberlanjutan yang merujuk pada Pau ez a/. (2022),
dimensi keberlanjutan terdiri dari unsur ekonomi,
sosial, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan
yang partisipatif dan efektif. Tata kelola
(governance) adalah seluruh rangkaian proses
pembuatan kebijakan dan bagaimana kebijakan
tersebut  diimplementasikan atau  tidak
diimplementasikan (Tahir 2019). Hasil analisis
menemukan bahwa isu sosial yang paling banyak
menarik perhatian media ilmiah dan media massa
dalam diskursus pelaksanaan PS. Sebaliknya isu
ckologi yang paling sedikit dibicarakan dalam
wacana kedua media (Gambar 2). Baik media
ilmiah maupun media massa, sama-sama
memaknai pelaksanaan PS sebagai sebuah
kebijakan yang sangat berimplikasi terhadap aspek
sosial kualitas hidup masyarakat sebagai aktor
utama dalam program ini.

Penelitian ini juga menganalisis faktor kunci
keberhasilan dan keberlanjutan pelaksanaan PS di
Indonesia. Dalam proses analisis isi yang
dilakukan, penulis menemukan sebanyak 34
faktor keberhasilan dan keberlanjutan pelak-
sanaan PS. Narasi yang dimunculkan dalam media



berfokus pada kelompok aktor masyarakat
pemegang izin sebagai pelaksana dan pengelola
aktivitas dalam program PS. Penulis kemudian
mengelompokkan  faktor keberhasilan  dan
keberlanjutan PS ke dalam 7 kategori yang terdiri
dari akses masyarakat, kapasitas teknis, kapasitas

berjaringan, karakteristik petani, pendapatan
masyarakat, kepastian hak atas lahan, dan
kontribusi kepada pemerintah untuk media

ilmiah. Namun penulis menemukan perbedaan
dalam perdebatan di kedua media, dimana media
massa menarasikan keberhasilan dan
keberlanjutan PS karena program ini menjadi
prioritas pemerintah. Seluruh aspek tersebut
menjadi bagian utuh yang tidak terpisahkan dalam
pengembangan pelaksanaan program PS dan
perencanaan pembangunan.

Tata Kelola Sosial Ekologi

40%
35%
30%
25%

B Media Massa
= Media Ilmiah

20%
15%
10%

5%

0%
Ekonomi

Gambar 2. Isu keberlanjutan dalam diskursus
implementasi PS

Ribot dan Peluso dalam Budi (2020)
mengatakan bahwa akses merupakan suatu hal
yang serupa atau yang berhubungan dengan
kekuatan (power). Akses juga dinilai sebagai
perwujudan dari kapasitas untuk mendapatkan
manfaat dari sesuatu (objek materi, orang,
lembaga, dan simbol) dan dalam hal ini
merupakan manfaat yang ingin dicapai oleh
masyarakat pemegang izin kebijakan program
perhutanan sosial. Dalam konteks pemanfaatan
sumber daya alam, power diwujudkan dan
dijalankan melalui beragam mekanisme, proses,
dan hubungan sosial schingga memengaruhi
kemampuan orang-orang untuk mendapatkan
manfaat dari sumber daya alam.

Dalam penelitian ini, akses terhadap sumber
daya hutan dan lahan, akses terhadap informasi,
akses terhadap pasar, akses terhadap faktor
produksi, kegiatan pengembangan masyarakat,
bimbingan dan penyuluhan, serta rasa aman atau
kepastian hak atas lahan dimasukkan ke dalam
variabel akses masyarakat. Meminjam penelitian
Budi (2020) yang meneliti kapasitas masyarakat
dalam mengelola sumber daya hutan dan lahan
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pada situasi masyarakat yang kehidupannya di
dalam dan di luar kawasan hutan, kapasitas
masyarakat terdiri dari kapasitas teknis, kapasitas
berjaringan, dan kapasitas kultural. Kapasitas
teknis mencakup kemampuan teknis masyarakat
dalam memanfaatkan atau mengelola sumber daya
hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar
kawasan hutan. Kapasitas teknis menggambarkan
pengetahuan lokal masyarakat pada kondisi
spesifik lokal (Budi 2020). Dalam penelitian ini,
yang termasuk dalam kapasitas teknis adalah pola
tanam, luas garapan, kondisi hutan dan tegakan,
areal kelola kelompok, program kerja kelompok,
perubahan luas lahan, pengendalian hama dan
penyakit  tanaman  (HPT), kemampuan
menyediakan pupuk, ketersediaan air irigasi,
penggunaan teknologi pertanian, dan jenis
komoditi yang dikelola. Sementara itu kapasitas
berjejaring adalah kapasitas masyarakat dalam
berinteraksi, bekerja sama, maupun bernegosiasi
terkait pemanfaatan/pengelolaan sumber daya
hutan dan lahan, baik di dalam maupun di luar
kawasan hutan. Kapasitas berjejaring didekati dari
bentuk kesepakatan/lembaga/aturan main yang
bersifat formal atau informasi serta antar anggota
masyarakat dan dengan pihak luar (Budi 2020).
Penelitian ini memasukkan modal sosial
dan/atau tertib sosial, hubungan masyarakat
dengan pemerintah/pihak lain, kelembagaan
pengelolaan hutan lestari, kemandirian
kelembagaan petani, dan kelembagaan kelompok
sebagai kapasitas berjejaring. Keberadaan modal
sosial sebagai aset penghidupan masyarakat
dipengaruhi  oleh  hubungan  kekerabatan,
partisipasi anggota kelompok, dan jaringan sosial
(Hamzah e al. 2016; Ibisono dan Kartodihardjo
2019; Nurysyifa dan Kaswanto 2021; Inama ez al.
2024). Sementara itu kapasitas kultural tidak
dimasukkan sebagai variabel analisis faktor
pendukung keberlanjutan implementasi program
PS karena dari keseluruhan jumlah artikel media
ilmiah dan media massa yang telah dianalisis
penulis tidak menemukan pernyataan spesifik
yang berkaitan dengan kapasitas kultural. Budi
dan Mardiana (2022) berpendapat bahwa nilai-
nilai kultural yang dibangun dan diterapkan oleh
masyarakat dapat menghasilkan suatu kapasitas
dalam mengelola sumber daya di kawasan hutan
secara berkelanjutan. Kapasitas kultural adalah
kemampuan masyarakat dalam membangun dan
menerapkan nilai budaya untuk memanfaatkan
atau mengelola sumber daya hutan dan lahan agar
keberadaan dan fungsinya berkelanjutan. Variabel



Analisis Wacana Implementasi Program Perhutanan Sosial di Indonesia

karakteristik ~ petani  terdiri dari motivasi
masyarakat, partisipasi petani, pendidikan formal
petani dan keluarga, dan pengambilan keputusan.
Pendapatan ~ masyarakat ~ mencakup  jenis
pemberdayaan dan produk yang dihasilkan oleh
masyarakat.

Narasi mengenai  pentingnya  akses
masyarakat dalam pelaksanaan PS merupakan
yang paling banyak dibicarakan dalam media.
Gambar 3 menampilkan sebanyak tujuh faktor
keberhasilan dan keberlanjutan PS menurut
pandangan media dan stakeholder. Secara berurutan
(dari yang paling sedikit dinarasikan hingga paling
banyak dinarasikan), faktor-faktor keberhasilan
dan keberlanjutan implementasi PS dalam media
ilmiah adalah PS memberikan kontribusi kepada
pemerintah, pendapatan masyarakat, karakteristik
petani, kapasitas berjaringan, kapasitas teknis, dan
aksesibilitas. Sementara dalam media massa,
faktor keberhasilan dan keberlanjutan dari yang
paling sedikit dinarasikan hingga paling banyak
dinarasikan adalah PS berkontribusi kepada
pemerintah, PS sebagai program prioritas
pemerintah, karakteristik petani, pendapatan
masyarakat, kapasitas teknis, kapasitas
berjaringan, dan aksesibilitas.

Program Priorts Pemerint "ZPZPIIIIFITFZFFF 7P IFF 77T 777

Kontribusi Kepada Pemerintah Wm
Kapasitas Teknis m

Karakteristik Petani

#Media Massa
® Media Ilmiah

rendetan Masvarbet e
0% 5%

Gambar 3. Faktor keberhasilan dan keberlanjutan
dalam implementasi PS

10% 15% 20% 25% 30%

Penulis menemukan bahwa dalam media
ilmiah tidak terdapat narasi mengenai PS sebagai
program prioritas pemerintah dalam
mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan
PS. Perdebatan lain yang muncul adalah seluruh
key person menilai bahwa aksesibilitas bukan
menjadi  faktor penting keberhasilan dan
keberlanjutan PS, melainkan adalah faktor
pendapatan masyarakat. Mengingat bahwa tujuan
pengelolaan hutan sosial untuk mewujudkan
pemerataan ckonomi dan menjaga kelestarian
hutan, pendapatan masyarakat menjadi salah satu
tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan
perhutanan sosial. Pendapatan, pendidikan, usia,
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dan pengalaman wusaha tani memengaruhi
motivasi masyarakat dalam mengelola hutan dan
sumber daya (Nurdina ¢# a/. 2015).

Motivasi dan keterlibatan masyarakat
berimplikasi terhadap keberlanjutan pelaksanaan
suatu  kebijakan. Masyarakat juga sangat
bergantung sumber daya hutan untuk memenuhi
kebutuhan hidup mereka, sehingga hasil
penggunaan lahan dapat dioptimalkan secara
berkelanjutan untuk menjamin pemenuhan
kebutuhan hidup masyarakat. Sementara itu,
kebijakan perhutanan sosial sebagai salah satu
program prioritas pemerintah merupakan narasi
yang paling banyak diwacanakan dalam media
massa dan narasi ini tidak ditemukan dalam media
ilmiah. Secara berurutan (dari yang paling banyak
memengaruhi hingga tidak banyak memengaruhi),
faktor-faktor keberlanjutan implementasi
program perhutanan sosial dalam media massa
adalah program prioritas pemerintah, aksesibilitas,
kapasitas berjaringan, pendapatan masyarakat,
kontribusi kepada pemerintah, kapasitas teknis,
dan karakteristik petani.
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